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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Kabupaten Bandung merupakan kabupaten yang mempunyai visi 
"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, 
melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan 
Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan". Salah 
satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan 
Kabupaten Bandung yang berwawasan lingkungan yaitu membebaskan 
Kabupaten Bandung dari permukiman kumuh. Bupati Bandung H. Dadang 
Mochamad Naser, SH, M.Ip memerintahkan kepada SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) untuk melakukan penataan ulang kawasan permukiman kumuh 
yang diperbaiki menjadi kawasan yang layak huni. (Jabarprov.go.id, 2015). 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan 
dan kawasan permukiman Pasal 1, permukiman kumuh adalah permukiman yang 
tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan 
yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi syarat. Khomarudin (dalam Surtiani, 2006) mengatakan bahwa 
lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut: 
a. Lingkungan yg berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha) 
b. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah 
c. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar 
d. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan 
kesehatan 
e. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar 
perundangundangan yang berlaku. (hlm. 48). 
 
Dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh merupakan kawasan 
permukiman yang menunjukkan rendahnya kualitas lingkungan permukiman baik 
secara fisik dan sosial. 
Permukiman kumuh menunjukkan rendahnya kualitas lingkungan 
permukiman secara fisik dapat diamati dari kondisi jalan permukiman yang tidak 
memadai, tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih/minum, tidak adanya sarana 
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dan prasarana pengelolaan sampah, sanitasi lingkungan yang semakin menurun 
dan drainase yang tidak tersedia. Sejalan dengan yang disampaikan oleh 
Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (2016) bahwa, 
Suatu permukiman dikatakan kumuh dapat dilihat dari kondisi jalan-jalan 
sempit dan masih berupa jalan tanah sehingga tidak bisa dilalui mobil atau 
kendaraan roda empat, jika hujan permukiman sering tergenang karena 
drainase atau saluran pembuang tidak memadai, bangunan tidak permanen 
dan tata bangunan tidak teratur, pemilikan tanah/lahan rumah sering tidak 
legal, penyediaan air bersih seadaanya dari air hujan dan air sumur dangkal, 
rawan penularan penyakit, jaringan air bersih,  saluran limbah dan jaringan 
listrik tidak ada,  fasilitas sekolah,  poliklinik, taman balai pertemuan, 
lapangan olahraga, ruang ibadah dan tempat bermain anak menurun.  
(hlm. 1). 
 
Permukiman merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Oleh karena 
itu pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan 
permukiman yang memenuhi standar sangat penting karena hal tersebut dapat 
mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat dan baik yang tentunya 
akan memberikan kenyamanan bagi pemukim. 
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 
merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permukiman kumuh di Kabupaten 
Bandung. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas 
(PLPBK) merupakan tahap lanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan untuk 
membangun transformasi menuju “masyarakat madani”. Hasil keluaran dari 
Program PLPBK yaitu tertatanya lingkungan permukiman yang teratur, aman dan 
sehat dan terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola 
lingkungan permukimannya. (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2014, hlm. 2-4).  
Program ini terdiri dari tahap kegiatan tingkat kota/kabupaten, tingkat 
kelurahan dan tingkat kawasan prioritas. Rangkaian kegiatan PLPBK ditingkat 
kota/kabupaten dan tingkat kelurahan yaitu sosialisasi/lokakarya forum-forum 
konsultasi, dan penyelenggaraan kegiatan pemasaran sosial/penggalangan 
kemitraan. Sedangkan di tingkat kawasan prioritas Rangkaian pelaksanaan 
kegiatan PLPBK ditingkat Kawasan Prioritas dimulai dari kegiatan 
sosialisasi/lokakarya sampai dengan penyusunan Rencana Tindak Penataan 
Lingkungan Permukiman (RTPLP), pemasaran sosial dan pelaksanaan 
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pembangunan serta proses pelaksanaan tahapan PLPBK lanjutan secara mandiri, 
oleh masyarakat dan pemerintah Kota/Kabupaten”. (Direktorat Jenderal Cipta 
Karya, 2014, hlm. 3). 
Di Kabupaten Bandung, pagu stimulan Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) untuk kegiatan PLPBK sebesar Rp. 18.000.000.000 dengan rincian Rp. 
12.000.000.000 berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Rp. 6.000.000.000 
berasal dari Pemerintah Daerah (APBD). Alokasi setiap desa/kelurahan adalah 
Rp. 1.000.000.000 berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Rp. 500.000.000 
berasal dari Pemerintah Daerah (APBD). (Disperkimtan.bandungkab.go.id,2017). 
Desa/kelurahan penerima dana BLM PLPBK adalah kawasan prioritas yang 
merupakan kawasan permukiman padat, kumuh, dan miskin 
(Disperkimtan.bandungkab.go.id,  2017). Program PLPBK di Kabupaten 
Bandung telah teraplikasikan di Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Desa 
Babakan Kecamatan Ciparay dan Desa Karang Tunggal Kecamatan Paseh. Desa 
Pasirmulya Kecamatan Banjaran ditetapkan menjadi kawasan prioritas Program 
PLPBK berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penataan Lingkungan dan 
Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: 
KJ 02-09-cb/655 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2012, sedangkan Desa 
Babakan Kecamatan Ciparay dan Desa Karang Tunggal Kecamatan Paseh 
ditetapkan menjadi kawasan prioritas berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
Penataan Lingkungan dan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen 
Pekerjaan Umum Nomor: Kp. 04.04-cb/1879 yang dikeluarkan tanggal 07 
Oktober 2013.  Program (PLPBK) diterapkan di Desa Pasirmulya tepatnya di 
Kampung Wangun, Desa Babakan Kecamatan Ciparay diterapkan di Kampung 
Lembang sedangkan di Desa Karang Tunggal diterapkan di Kampung Cilodong.  
Kampung Wangun, Kampung Lembang dan Kampung Cilodong pada 
awalnya merupakan permukiman kumuh dan terisolir. Peta ketiga kampung 
tersebut sebelum dan sesudah pelaksanaan Program PLPBK dapat dilihat pada 
lampiran 3. Sebelum adanya Program PLPBK, kondisi rumah di ketiga kampung 
ini tidak layak huni dan tidak memiliki sarana dan prasarana permukiman yang 
layak, seperti jalan lingkungan yang tidak diaspal, drainase yang tidak memadai 
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dan tidak memiliki MCK pribadi. Selain itu, masyarakat memanfaatkan kebun 
atau badan air sebagai jamban atau sarana Buang Air Besar (BAB). Setelah 
adanya Program PLPBK, rumah-rumah yang tidak layak huni sebanyak 33 rumah 
di Kampung Wangun dan 33 rumah di Kampung Lembang dan 33 rumah di 
Kampung Cilodong dibedah. Selain membedah rumah yang tidak layak huni, juga 
dibangun sarana dan prasarananya seperti MCK umum, jalan dan drainase.  
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 
dapat dikatakan mampu mengubah kawasan permukiman kumuh menjadi lebih 
baik yang dilihat dari segi kualitas lingkungan permukiman dan perilaku 
masyarakatnya dalam mengelola lingkungan permukiman. Namun berdasarkan 
observasi awal dan wawancara dengan Bapak Yoyo selaku Ketua RT di Kampung 
Wangun, Ibu Ita Ketua  RT di Kampung Lembang dan Bapak Uum selaku Ketua 
RW Kampung Cilodong,  masih terdapat sarana dan prasarana lingkungan 
permukiman yang belum tercukupi yaitu sarana wadah sampah komunal dan 
ketersediaan MCK Pribadi. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 
permukiman masih kurang optimal khususnya dalam pengelolaan sampah, seperti 
membakar sampah di halaman rumah, belum melakukan pemilahan sampah, 
membuang sampah secara sembarangan dan belum melakukan daur ulang 
sampah. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian peneliti yaitu 
mengenai “EVALUASI PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN 
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) DI 
PERKAMPUNGAN KUMUH KABUPATEN BANDUNG”.  
 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana kualitas lingkungan permukiman di lokasi Program PLPBK 
Kabupaten Bandung? 
b. Bagaimana perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan Permukiman 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini di antaranya: 
a. Menganalisis kualitas lingkungan permukiman di lokasi Program PLPBK 
Kabupaten Bandung. 
b. Menganalisis perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan 
Permukiman di lokasi Program PLPBK Kabupaten Bandung. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Manfaat bagi peneliti 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai hasil 
program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di 
Kabupaten Bandung. 
b. Manfaat bagi pemerintah 
Dengan adanya hasil evaluasi program Penataan Lingkungan Permukiman 
Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kabupaten Bandung dapat menjadi masukan 
bagi pemerintah untuk terus meningkatkan program tersebut sehingga progam 
tersebut dapat diterapkan di kawasan permukiman kumuh lainnya secara 
maksimal. 
c. Manfaat bagi masyarakat dan umum 
Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kampung 
Wangun Desa Pasirmulya, Kampung Lembang Desa Babakan dan Kampung 
Cilodong Desa Karang Tunggal untuk terus menjaga dan meningkatan kualitas 
lingkungan permukimannya. Selain itu sebagai masukan dan referensi bagi 
peneliti lain yang akan membahas masalah implementasi program Penataan 
Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). 
 
1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
Struktur organisasi skripsi adalah bagian yang menjelaskan mengenai 
sistematika skripsi yang terdiri dari dari kandungan setiap bab, urutan penulisan 
dan keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika 
pada skripsi ini terdiri dari lima bab dan daftar pustaka yaitu sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, 
tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. 
BAB II KAJIAN PUSTAKA 
 Pada bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian. Teori-teori 
tersebut juga sebagai penguat dalam penelitian. Adapun yang menjadi tinjauan 
pustaka dalam penelitian ini yakni pengertian permukiman, permukiman 
pedesaan, permukiman kumuh, kualitas lingkungan permukiman, perilaku 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman, dan deskripsi Program 
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini memuat tentang lokasi penelitian, metode, pendekatan geografi 
yang digunakan, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, 
alat yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang 
digunakan, kisi-kisi instrumen penelitian dan alur penelitian. 
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini memuat tentang temuan dilapangan dan kemudian dibahas secara 
mendalam sesuai dengan rumusan masalah. 
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 Bab ini memuat tentang simpulan dari hasil penelitian, rekomendasi serta 
implikasi terhadap pembelajaran geografi. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Daftar pustaka memuat buku-buku, jurnal, dokumen pemerintah yang 
digunakan sebagai referensi dalam penelitian. 
1.6 Keaslian Penelitian 
Keaslian penelitian ini menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu 
mengenai kualitas lingkungan permukiman dan perilaku masyarakat dalam 
mengelola lingkungan permukiman yang menjadi referensi bagi peneliti. Secara 
lebih lengkap, keaslian penelitian dapat dilihat pada tabel 1.1 keaslian penelitian.
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Judul Masalah Metode Hasil penelitian 













keterbatasan lahan yang 
ada mengakibatkan 
timbulnya berbagai 





harkat dan bobot 
Kualitas lingkungan permukiman di Kecamatan 
Cimahi Tengah pada aspek kepadatan bangunan 
tergolong buruk, ukuran bangunan tergolong 
baik, pola bangunan tergolong buruk. 
Aksesibilitas tergolong beragam dari baik hingga 
buruk, lokasi permukiman tergolong baik, 
sanitasi tergolong baik, kepadatan penduduk 
tergolong sedang, fasilitas umum (pendidikan, 
kesehatan dan niaga) tergolong baik, 
ketersediaan air bersih dan persampahan 
tergolong baik. Pola persebaran kualitas 
lingkungan permukiman di Kecamatan Cimahi 
Tengah membentuk pola clustered atau 
mengelompok.  










Masalah sampah adalah 
salah satu isu lingkungan 
yang sudah lama menjadi 
perhatian dunia dan perlu 
mendapat penanganan yang 








Modeling – SEM) 
Perilaku masyarakat di Kecamatan Denpasar 
Timur dalam mengelola sampah rumah tangga 
sudah dalam kategori baik, yang ditunjukkan 
melalui kesediaan masyarakat dengan 
melakukan pewadahan sampah secara mandiri. 
Tingkat pengetahuan masyarakat merupakan 
kategori tertinggi pada variabel faktor internal 
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buruk. Perilaku masyarakat 
merupakan variabel 
terpenting dalam 
pengelolaan sampah dan 
keberhasilannya harus 
didukung oleh kesadaran 




yang paling menentukan perilaku masyarakat 
dalam mengelola sampah,. Penegakkan  hukum 
merupakan kategori tertinggi pada variabel 
faktor eksternal yang paling berperan dalam 
meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat 
dalam mengelola sampah.  












Masyarakat di tepi sungai 
merancang sebuah program 
berbasis masyarakat untuk 
bernegosiasi dengan 
pemerintah daerah 
sehingga mereka tidak 
diusir. Sebagai paket 
intervensi,  yang bertujuan 
untuk meningkatkan 





Program diprakarsai oleh anggota masyarakat, 
intervensi tersebut berasal dari dalam dan 
menyangkut masalah mereka sendiri. Memiliki 
tujuan bersama, yaitu menolak konsep relokasi 
pemerintah, dan mempromosikan konsep 
renovasi mereka sendiri adalah agen yang hebat 
dalam memotivasi mereka untuk terus 
meningkatkan perilaku pro-lingkungan mereka 
dalam meningkatkan lingkungan. Kondisi yang 
mempengaruhi beberapa perilaku pro-
lingkungan akan membuat perilaku lain juga 
rentan berubah karena adanya unsur bersama 
dari kondisi pendukung masing-masing. 
Dikatakan bahwa intervensi saja tidak 
menimbulkan efek tapi perubahan lingkungan 
dan interaksinya dengan lingkungan 
bertanggung jawab atas perubahan tersebut. 
Dapat dikatakan bahwa tujuan renovasi variabel 
yang paling berpengaruh dalam memotivasi 
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individu untuk meningkatkan perilaku ramah 
lingkungan pada lingkungan. 










pedesaan dari perspektif 
petani, yang merupakan 
penerima manfaat utama 







Petani yang disurvei tidak puas dengan 
pemukiman pedesaan mereka. Selain itu, ada 
korelasi yang signifikan antara sanitasi pedesaan, 
kondisi perumahan, infrastruktur pedesaan, 
beban ekonomi petani, layanan sosial dengan 
peringkat layanan sosial untuk mengevaluasi 
indeks permukiman manusia secara fisik dan non 
fisik. Dengan demikian, pemerintah harus 
memprioritaskan sanitasi dan layanan sosial 
pedesaan untuk memperbaiki permukiman 
secara fisik dan non fisik. 








di Desa Segiguk 




Gunung Raya Ogan 
Masyarakat dalam desa 
penyangga kawasan Hutan 
Suaka Margasatwa Gunung 
Raya  kurang berperan 
dalam pengelolaan 
lingkungan yang memenuhi 
kaidah kaidah sehat, dan 






Kualitas lingkungan pemukiman di desa Segiguk 
belum dapat dikatakan sebagai lingkungan 
pemukiman sehat. Indikator dari hal tersebut 
dapat dilihat dari penggunaan air bersih, rumah 
sehat, sanitasi dasar dan tempat pengelolaan 
makanan.  Pemahaman masyarakat akan 
pentingnya berperilaku sehat sudah cukup baik. 
Namun implementasi dari hal tersebut belum 
terlihat. Dalam penelitian ini bentuk perilaku 
berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan 
sehat yang dimaksud belum ada.  
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